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BUPATI MINAI-IASA UTARA 
PROVINSISULA\VESIUTARA 
PERA1URAN BUPATI MJNAHJ\SA UTARA 

NOMOR 1L\ TAHUN2022 

TEITTANG 

TAMBAHAN PENGHASIIAN PEGAWAI APARA1UR SlAL NEGARA 
DI UNGKUNGAN PEMERINfAH KABUPATEN MINAHASA UTARA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

a bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan 
salah satu wujud penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil 
N� yang memiliki dasar hukum clan bertujuan untuk 
mcningkatkan kincrja, disiplin, kualitas pelayanan, dan 
meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil N� 
berda.sarkan prinsip memenuhi kriteria clan indikator penilaian 
yang terukur; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pcngelolaan Keuangan 
Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah dapat memberikan 
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara 
sesuai dengan kemampuan kuangan daerah; 

c. bahwa berda.sarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalarn 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil N� di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. 

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
N� (Lembaran N� Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran N� Republik Indonesia Nomor 
4286); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pem uu 
Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulaw � · Utnm (l 11 

N� Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1·1 , '1 m 
Lembaran N<..� Rcpublik Indonesia Nomor 4313); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tnl un 2004 tentnng lbi -n 
N<.yun (tcmlnrun N 1,';ltn ·puulik Ind n � · 'I, hun _ 
5, Tarnlnhan Lernlnmn N ·p;un Repuhlil· Ind nesi N 

I. Undnng- , ,l mg ..... 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 n an mcrik. aan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan 
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor74, Tambahan T embaran Negara Nomor 5135); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajernen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pernerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan At:a 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mana] m 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Pepublik lndon ia T hun 
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara R publik Ind n · 
Nomor 64 77) ;j{. 

12. P rntumn ..... 
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Menetapkan 

1 . mt umn I nnerintnh Nomor I '.I.T11h1111 /.0 I 'J 1,1111111;� I 'Tlf". :10�1;111 

l\ uangnn a nnh (Lcmlxunn N<·f',ml I ,:p ihlik lr1d"11'" ·:, T ih rn 
2019 Nomor42, Tnrnl ahan I mlxunn N 11" N nrv,r ,'"1/.2); 

13. aturan I mcrintah Nomor 94 Tahun ?.021 11; t:in� l iniph 
Pegawai Negcri Sipil (Lembaran Negara R publik I lo ,� i:J T:1h rr 
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran N :f'l ra J J,Jjv. 
lndonesia Nomor 6718); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2 :nil g 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bagaimana t �1; 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Ds lam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedu atas 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 20Y5 CT1 .g 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Minahasa Utara; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja D nah 
Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022; 

18. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 51 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anf!2p.IBTI Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Minahasa Utara Tahun Anggaran 2022. 

IVIEMlITUSKAN : 

PERA.TTJF,AN BTJPATI M:!N.A.J-!ASA UT.A-R�A. TENTANG PEMBERV\N 
TAMBAHAN PENGHASilAN PEGAWAI APARATVR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalarn peraturan ini yang dimaksud d n n: 
1. D rah adalah Kabupa 1 Minahas; Utr m. 
2. Kepala 
3. m ·rintnh I , .,. h 

Min l , ·:1 t , , • � 
\t'I h I' tb IJ ten 

-l. . l'l H 
J 
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4. APBD ada1ah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten 
Minahasa Utara. 

5. Perangkat Daerah adalah unsu.r pembantu Kepala Dae clan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penye)enggaraan u ru n 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah unsur pembantu 
Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten 
dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. 

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai 
A.SN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah 
memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP 
adaJah tunjangan yang dibenkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Minahasa Utara kepada Pegawai ASN yang bekerja pada 
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang memenuhi kriteria 
dalam jangka n�l.,t,1 oenilaian rlabm 111"'\ClVO meninzkatkan Jc:....i..a. -........ IJIJ'-"U. .. ,........ ,r_J'-'•� �J....1 '"""1:""""J� ................. � ... l::1" 

kinerja, disiplin, pelayanan publik dan pe1ayanan aparatur, serta 
meningkatkan kesejahteraan. 

9. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya 
disebut Besaran TPP ASN adalah jumJah nilai TPP daJarn 1 
(satu) bulan yang ditetapkan bagi setiap Pegawai ASN yang 
memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil produktivitas 
kerja, tingkat kehadiran clan/ atau hukuman disiplin, 
terrnasuk pajak penghasilan. 

10. Tambahan Penghasilan Pegawai .A.SN produktivitas kerja yang 
selanjutnya disebut TPP prcxluktivitas kerja adalah jumlah nilai 
TPP da1am 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai ASN yakni 60% 
(enam puluh perseratus) dari besaran TPP. 

11. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN disiplin kerja yang 
selanjutnya disebut TPP disiplin kerja adaJah jumlah nilai TPP 
dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 4(1)/o 

(empat puluh perseratus) dari Besaran TPP. 
12. Pegawai ASN Yang Dipekerjakan yang selanjutnya disebut 

Pegawai Yang Dipekerjakan anqla'1 Pegawai A�N yang 
melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya 
dibebankan pada Instansi induknya, 

13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, 
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN daiam 
satu satuan organisasi. 

14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tanggung jawab, wewg;arig dan hak PNS dalam 
rangka memimpin secara struktural.}' 

15. .Jabatnu 
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1 . bnt(. n I• mg ·ionnl nng . ·lnqjutn. o cfo i11['Jmt ,Jli rnl, I, h 
kc! mpok ,Jc lxuan 1nn , I ·ri. i f 1 , ·i elm, I lllJt! lnlmitmr 

d &311 pela · nan fu ,.,, ional 1:-tn , I rch::1rk:] rx rln k<"1hli: n 
dan kcterampilan tert:cntu. 

16. Jabatan Pelaksana adalah sek lornpok wai /\SN ynn11 lt:ri� · 
fungsi dan dan tugas pelaksana kegiatan pelayanan publik .1�-rta 
adrninistrasi pemerintahan dan pernbangunan. 

17. Disiplin Pegawai ada1ah kesanggupan pegawai untuk m ti 
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalarn 
peraturan perundang-undangan yang apabila tidak ditaati clij tuhi 
hukurnan disiplin, 

18. Hukuman Disiplin yang selanjutnya disingkat HD adalah 
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena 
melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

19. Hari Kerja ada1ah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 
5 (lima] hari kerja yang dimulai pada hari Senin sampai dengan 
Jumat dan/atau hari lainnya yang menurut sifat kedinasan 
menjadi hari kerja bagi PNS yang berlaku pada Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Utara untuk waktu yang tidak kurang dari 
37.50 (tiga puluh tujuh koma lirna puJuh)jam per minggu. 

20. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang 
menggambarkan 1:.eiwujudnya kinerja, tercapainya basil program 
dan hasil kegiatan. 

21. Capaian Kinerja ada1ah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang 
ditetapkan da1am indikator kinerja 

22. Masa Kinerja adalah waktu kerja setiap bulan; 
23. Hari Kerja adalah jumlah hari ciaJam melaksanakan tugas 

kedinasan selama 1 (satu) masa kinerja; 
24. Jam Kerja adalahjumlah waktu dalarn melaksanakan pekerjaan; 
25. Apel PNS adalah pelaksanaan kegiatan apel pagi dan apel 

siang/ sore, serta kegiatan apel bersama lainnya; 
26. Rapat ada1ah kumpulan sekelompok orang yang bersifat formal 

dengan tujuan untuk berkornunikasi, perencanaan, penetapan 
kebijakan, pengambilan keputusan, pemecahan masa1ah dan 
pemberian motivasi; 

27. Rapat paripurna ada1ah rapat Iengkap anggota dan pimpinan dan 
merupakan forum tertinggi di melaksanakan wewenang dan 
tu gas; 

28. Pegawai Negeri Sipil Pindahan adalah PNS yang pindah dengan 
status Alih .Jenis Kepegawaian, Dipekerjakan (DPk), 
Diperbantukan (DPb) serta pindah ant:ar Jnstansi di Lingkun n 
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; 

29. Pindah Alih Jenis Kepegawaian adalah Pemindahan PN 
Pusat/Provinsi/Kab/Kota lainnya ang clit tap)' n I h 
Yang Berwenang hingga r;J5njadi nwr i N ri iJ il 
Kabuparen Minahasa Utmn;'f 

,(.l''gl\\ i ..... 
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0. wai Ne Ji ipil n nnh ndalnh I 1�1wui N �pi . i ·1 ;1 r, 
jinya di bankan pada An , ,·unn I ·nck,pntnn dan 11 _;�, �:, 

I h Provinsi/Kabupa cn/K t ntnu clird�1·rjr kJ n 1lil t. r 
inst:ansi induknya; 

3 l. Pegawai Negeri Sipil yang Diperbantukan (DPb) adalah I . ' ::inf� 
melaksanakan tugas diluar lnstansi Induknya yang g; �i �1 

dibebankan pada Instansi yang menerirna perbantuan; 
32. Pindah Antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupa n 

Minahasa Utara adalah Perpindahan PNS Daerah Kabupatcn 
Minahasa Utara baik antar Perangkat Daerah, UPfD, dari 
Perangkat Daerah ke UPfD dan sebahlmya, antar Sekolah, antar 
Puskesrnas dan Instansi lainnya termasuk Keeamatan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; 

33. Tim Penilai Kinerja Daerah (TIPEKIDA) adalah Pejabat yang 
mempunyai kewenangan memonitor, mengevaluasi/rneni1ai serta 
melakukan verifikasi dalam pelaksanaan pemberian Tarnbahan 
Penghasilan Pegawai; 

34. Sekretariat TIPEKIDA adalah unsur pembantu pejabat TIPEKIDA 
yang dipimpin oleh Sekretaris TIPEKIDA dalam melakukan 
perhitungan serta verifikasi terhadap pemberian Tarnbahan 
Penghasilan yang akan diterima Pegawai Negeri Sipil; 

35. Pejabat Penilai adalah atasan langsung setiap Pegawai Negeri Sipil 
secara berjenjang dari jaba.tan eselon V sampai eselon II, yang 
chberikan kewenangan untuk peni1aian capaian kinerja PNS 
dan/ atau bawahannya; 

36. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Pengguna Anggaran; 
37. Pelaksana Togas yang disingkat (Plt) merupakan pejabat 

sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan 
wewenang penandatanganan/rnenandatangani naskah dinas 
karena pejabat definitifbelum dilantik; 

38. Pelaksana harian yang disingkat (Pih) meru pakan pejabat 
sementara pada jaba.tan tertentu karena pejabat definitif 
berhalangan untuk sementara waktu; 

39. Keluarga inti ada1ah keluarga yang terdiri dari orang tua 
kandung/mertua, suami/istri, anak kandung, saudara kandung, 
dan kakek/nenek; 

40. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalarn 
waktu tertentu; 

41. Sakit adalah keadaan tidak masuk kerja karena alasan k tan 
terganggu yang dibuktikan dengan surat keterangan dokt:er n 
diketahui oleh atasan; 

42. Ijin ada1ah keadaan tidak rnasuk kerja karcna uru n u in ) 
sangat penting yang dibuktikan dengan umt 
d ngan mendapat pe tujuan dari atn n: 

43. Alpa r t .. 1 tidak masuk J, ,j, t np nl, . n :1111 "\h 1 I. L1h ti l, k 
r asuk I< rja d W)n ntnu t , J lnsan y n 1 ti I k I\� ·H litr rim .. 
de, f!J n ale I.· hnt;fJ. 
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44. Teriambat adalah keadaan masuk kerja yang telah melewati 
ketentuan jam kerja yang telah diatur, 

45. Cepat pulang arlabl-i keadaan dimana seseorang pulang le!J,11 
cepa.t dari ketentuan jam kerja yang telah diatur, 

46. Tidak absen terakhir adalah keadaan dimana seseorang hanya 
melakukan absensi 1 (satu) ka1i da1atn 1 (satu) hari kerja; 

47. Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan adalah keadaan dimana 
seorang Pegawai ASN tidak hadir da1am kegiatan kenegaraaan 
atau kegiatan berupa rapat kerja resmi terrnasuk rapat paripuma 
DPRD, apel korpri, senam, jalan sehat, kerja bakti, upacara yang 
sifatnya nasional maupun daerah, dan kegiatan sejenisnya yang 
sifatnya formal; 

48. Meninggalkan tugas tanpa ijin adalah keadaan dimana seorang 
Pegawai ASN yang hadir namun tidak berada dikantor pada saat 
jam kerja tanpa ijin meninggalkan kantor, 

49. Daftar hadir adalah pengisian kehacliran yang dilakukan oleh 
pegawai pada jam masuk dan/ atau jam pulang kerja baik secara 
elektronik maupun manual. 

50. Lembur adalah pekerjaan dinas yang dikerjakan di luar jam kerja 
paling seclikit 2 ( d ua) jam. 

51. Aplikasi absensi online yang se!anjutnya disingkat Aplikasi E- 
Absen adalah aplikasi pen.ca.ta.tan dan penghitungan absensi 
Pegawai ASN secara elektronik. 

52. Aplikasi tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya 
disingkat Aplikasi TPP adalah aplikasi penginputan dan 
penghitungan komponen kinerja Pegawai ASN secara elektronik. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

?asa12 
(1) Maksud pemberian TPP yaitu mewujudkan terlaksananya 

pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai ASN 
selain gaji, sebagai penghargaan atas capaian kinerja dan disiplin 
dan tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Pemerintah dan Masyarakat 

(2} Pemberian TPPbertujuan untuk: 
a memotivasi dan meningkatkan semangat kerja bagi Pegawai 

ASN agar lebih giat rl�n profesional; 
b. memotivasi Pegawai ASN yang bekerja melampaui beban 

f. 

c. 

e. 

g. 

kerja normal; 
meningkatkan disiplin Pegawai ASN; 

d. meningkatkan kualitas pelayanan publik; 
meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN; 
meningkatkan integritas Pegawai ASN; dan 
menin�tkan tertib administrasi pengelolaan keuangan 
daerah.,. 

BJ\O III ..... 
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I 
BAB Ill 

RUANO UNGKUPTAMBAHAN PENGJ A IL.AN PEGAWAf 

Pasal 3 
Ruang lingkup pemberian TPP di lingkungan Pcmerintah De rrah, 
me1iputi: 
a prinsip pemberian TPP;dan 
b. persyaratan dan kriteria TPP. 

Bagian Kesatu 

Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Pasal4 
(1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. kepastian hukum; 
b. akuntabel; 
c. proporsional; 
d. efektif dan efisien; 
e. keadilan dan kesetaraan; 
£ kesejahteraan;dan 
g. optimalisa.si. 

(2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dirnaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan 
peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. 

(3) Akuntabel sebagaim .. ana dimaksud pada ayat {1} huruf b, 
dirnaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(4) Proporsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c, 
dirnaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai. 

(5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau 
tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja 
yang ditetapkan. 

(6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf e, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus 
mencerminkan ra.sa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh 
kesempatan akan fungsi clan peran sebagai pegawai ASN. 

(7) Kesejahteraan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf f 
dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin 
kesejahteraan pega�ai ASN. 

(8) Optimalisasi sebagaiman dimaksud pada a 1.c t (1) huruf 
dimaksudkan bahwa pemberian T P °A! i hs sil tin li si 
pagu anggaran belanj Pcm rintah a c h.)C 

Dngi, n 1 xl ua ..... 
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I '11,)1111 I < 11111 

I ·1 •• nmtnnrlnn l(til ·rin'l'rnt bnl111111\·111,J1wil:111 lt,;1 •sd 

Pnsal : 

(1) TPP A N di iknn k da wai ASN di lingk nl7111 r :rnr1in1:ih 
Kabupatcn Minah uai k la! jabuan dan ditr:t:ir J.,,, 

rdasarkan kclasjabatan ma ing-masing 
(2) I ela Jabatan sebagaimana dirnaksud pada a t ( l) m �k;11 

kelas jabatan yang sudah divalids i ol h Kem t � n 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refmmasi Birokrasi. 

(3) Apabila terdapat kelas jabatan selain yang dirnaksud pada ya (2) 
untuk sernentara waktu sampai dengan ditetapkannya k ·la. 
jabatan terbaru oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur N ra 
dan Reformasi Birokrasi, dapat menggunakan kelas jabatan 
t.elah divalidasi dan ditetapkan oleh Bupati Minahasa Utara 

(4) Pegawai ASN yang terkena penyetaraan jabatan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku maka 
TPP Pegawai ASN mengikuti kelas jabatan sesuai dengan ja tan 
terakhir rebel um disetarakan. 

(5) TPP sebagairnanadimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a TPP berdasarkan beban kerja; 
b. TPP berdasarkan prestasi kerja; 
c. TPP berdasarkan t.empat bertugas; 
d. TPP berdasarkan kondisi kerja; 
e. TPPberdasarlr.an kelangkaan profesi; clan/ tau 
f TPP berdasarkan pertimbangan objektiflainnya; 

Pasal6 

( 1) TPP berdasarkan be ban kerja sebagairnana dimaksud dalam 
5 ayat (5) huruf a diberikan kepada Pegawai AST yang dalarn 
melaksanakan tugas rnelampaui beban kerja normal atau tas 
waktu normal paling rendah 112,5 jam perbuJan ( ratus dua las 
koma lirnajam perbulan). 

(2) Besaran Persentase TPP berdasarkan beam kerja .. bagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari 
besaran basic TPP. 

Pasal 7 
(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagairnana dimaksud da1am 

Pasal 5 ayat (5) huruf b diberikan kepada ASN ) ang memiliki 
prestasi kerja yang tinggi sesuai bi.dang keahliann 'a au u i 
dan diakui oleh pimpinan diatasnya. 

(2) Besaran rsentase TPP berdasarkan p su: i 
kemarnpuan keuangan da rah dari l c n l 
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Pasal8 
( 1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud daJarn 

Pa� 5 ayat (5) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam 
melaksanakan tugas berada di daerah memiliki tingkat kesulitan 
tinggi clan daerah terpencil, 

(2) Besaran Persentase TPP berdasarkan tempat bertugas 
sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan sebesar 50% dari 
besaran basic TPP. 

Pasal 9 
(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (5) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang 
melaksanakan tugas clan tanggung jawab memiliki resiko tinggi 
berupa resiko kesehatan, keamananjiwa, clan lainnya 

(2) TPP berdasarkan kondisi. kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yakni seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada 
kriteria sebagai berikut : 
a pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, 
b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia 

berbahaya/radiasi/bahan radioaktif; 
c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; 
d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemenksa clan penegak 

hukum; 
e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; 

clan/atau 
f pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh 

jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural 
dibawahnya 

(3) Besaran Persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagairnana 
rlirna�11rl narl� avat (1\ sesuai kemamouan keuanzan daerah dari ._,_.A����� :}""' ...... , �V A..._,AA A_tJ ""'4 A�- A�A � A 

besaran basic TPP. 

Pasal 10 

( 1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud 
da1am Pasai 5 ayat (5) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang 
melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut : 
a keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; 

clan 
b. kualifikasi Pegawai ASN Pemerintah Daerah tidak ada atau 

sangat terbatas yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud. 
(2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai 

ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di 
Pemerintah Daerah. 

(3) Besaran Persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) 
dari basic TPP., 

Pasal 11 ..... 
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l�1s:1l 11 

(1) TPI ·rdf\ arkan pertirnbangnn nlti ·l<tif' !11i1111yn rli,1�1irr ·,11:, 
dirnak ucJ dalam . al n at ( ) hur rf f dil .riknn i1,1 1<1:, rt·s,• 1�,, 
J\SN panjang diarnanatkan I h rxm tur ,1 p.1 1r 1d:mY, 
undangan. 

(2) TPP berdasarkan pertimbangan obj ktif lainn a .:d�J 1iim:m;1 
dirnaksud p:=trl:::t ri at (1) vnkni �hmih �\v::ti ASN �I e fl'bin 

melaksanakan tugas pokoknya ju!yl diberikan gas tarnbaha 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und ngan ':tng 
berlaku. 

(3) Togas tambahan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) men 
pada peraturan Kepala Daerah yang mengatur t ntang : tandaris asi 
harga satuan barang dan jasa. 

BABN 

PENIIAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASll.AN PEGAWAI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasa112 
Pembayaran TPP setiap bulan berdasarkan : 
a penilaian komponen kinerja; dan 
b. penilaia:n komponen disiplin. 

PasaJ 13 

(1) Penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 
12 hurufa rebesar6CYYo(enam puJuh persen] c1ari Bcsaran TPP. 

(2) Penilaian komponen clisiplin sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 
12 hurufb �beser 40°/c {em pat puluh persen] dari Besaran TPP. 

Pasal 14 

(1) Jumlah TPP yang diterima setiap bulan merupakan hasil 
penambahan antara komponen kinerja dan komponen disiplin 
dikali dengan besaran TPP, dengan rnenggunakan rumu 
(komponen kinerja (600/q+komJ:XJnen disiplin (40Yq x Besaran TP ). 

(2) Da1am penghitungan besaran TPP sebagairnana dimaksud 
ayat (1), merupakan satu kesatuan dan perhitungannya · 11 , 
dipisahkan antara komponen kinerja dengan kornpon n di 'pin. 

Bagian I' u 
nilaian I ompon n Kin 

(1) -nilninn kim-ri di�luh11 lll1l1ti.'.11lmn qtLtn 1 Ltl. l..1. 

tup H , su: i urnian lllf11. j I ·11 u1/ki11 1 ··1 I ul 1 ·;7. l un,u · 
li"I ant urn drum uu111 in 11 lll f b, tun I llu1 ti iru � 

( JJ P,·1 II, i1111 ••.•• 
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(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
oleh atasan Jangsung sebagai pejabat peru1ai. 

(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : 
a uraian tugas; clan 
b. hasil yang dicapai, 

Pasal 16 
( 1) Penetapan kriteria nilai kinerja Pegawai menggunakan range ni1ai 

sebagai berikut : 

NIIAI KINERJA NONJA&\TAN JA&\TAN KETERANGAN 
26-30 ffll/o Wlo SANGATBt\IK 
21-25 50% 45% Bt\IK 
16-20 40'/o 35% SEDANO 
11-15 15% 10% KURANGBt\IK 
1-10 0% 0% TIDAKBt\IK 

(2) Perhitungan nilai kinerja Pegawai sebagaimana di..111� ksud p:1rb 

ayat (1) memperhatikan faktor kinerja penilaian yang terdiri dari : 
a produktifitas; 
b. jenis surnber daya yang digunakan; 
c. banyaknya sumber daya yang digunakan; 
d. waktu yang digunakan; 
e. kualitas pekerjaan; dan 
f. kerjasama 

(3) Untuk masing-masing faktor kinerja sebagaimana dimaksud pada 
OUOt rrJ) t'YlPnO'Ollnol-,-, skor penilaian �Phqnpi h.on,�1t • t..A..J ""'"-'- \ t,t:, "\.a.! ...__.,..,,... _.... ....,_.....,� --- !...�Lt."". 

NO FAKI'OR KINERJA SKOR 
PENIIAIAN 

1. Produktifitas 
1.1. Sangat Produktif 5 
12. Produktif 4 
1.3. Cukup Produktif 3 
1.4. Kurang Produktif 2 
1.5. Tidak Pnxluktif 1 

2. Jenis sumber daya yang digunakan 
2.1. Sangat Efektif 5 2.2. Efektif 4 2.3. Cukup Efektif 3 2.4. Kurang Efekt:if 2 2.5. Tidal{ Efekt:if 1 

3. Banya]mya sumber daya yang digunakan 
3.1. Sm1� Efekt:if 5 32. Efektif 4 
3.3. Cukup Efekt:if 3 
3.4. Kurang Efektif 2 
3.5. Tidak Efektif 1 

4. Waktu yang digunakan 
4.1. Sangat Efisien 5 42. Efisien 4 
4.3. Cukup Efisien 3 4 .4. Ku.rang Efisien 2 4 .5. Tidak Efisien I 

(/ 

"' 5. I unlitns Pckcrjann ..... 
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5. Kualitas Pe.kerjaan 
5.1. Sangat Etisien 5 
52. Etisien 4 
5.3. Cukup Efisen 3 
5.4. Kwang Efisien 2 
5.5. Tidak Efisien 1 

6. Kerjasama 
6.1.�Mampu 5 
62.Iviampu 4 
6.3. Cukup Mampu 3 
6.4. Kurang Mampu 2 
6.5. Tidal{ Mampu 1 

(4) Range nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan rumus sebagai berikut : 

NII.AI KINERJA = (1+2+3+4+5+6) 
Sehingga nilai kinerja tertinggi ada1ah (5+5+5+5+5+5) = 30 

(5) Penginputan penilaian kinerja Pegawai diJakukan secara elektronik 
melalui aplikasi TPP online. 

Bagian Ketiga 
Peni1aian Komponen Disiplin 

Paragraf 1 
Pencatatan Kehadiran 

��17 

( 1) Setiap Pegawai ASN mencatatkan waktu masuk kerja dan pulang 
kerja dengan menggunakan absensi elektronik dan melakukan 
pencatatan kehadiran pada aplikasi E-Absen online dan/ atau 
manual. 

(2) Pencatatan kehadiran Pegawai ASN dapa.t dilakukan secara 
manual, daJam hal : 
a absensi elektronik belum tersedia di Perangkat Daerah atau 

unit kerja; 
b. absensi elektronik menga]ami kerusakan atau tidak berfungsi; 
c, pegawai ASN belurn Lertlallar dalarn absensi elektronik; atau 
d. Akibat adanya suatu keadaan kedaruraian/ Kohm- yang 

berdampak pada penerapan absensi elektronik 

Pasal 18 

Pencatatan kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 diklasifikasika dengan pemberian kode, sebagai berikut : 
a hadir dinyatakan dengan huruf H yang dibuktikan dengan 

pengisian daftar hadir manual atau absensi elektron:ik; 
b. hadir tetapi terlambat masuk kerja dinyatakan dengan hurufT; 
c. hadir tetapi pulang sebelum waktu jam pulang dinyatakan dengan 

hurufCP; 
d. hadir tetapi tetapi terlambat dan p�g sebelwn waktu jam 

pulang dinyatakan dengan hurufTCP; 'J. 

e. Haclir ..... 
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h clir tc·t ,pi I\ \I)_' Ill' kuk Ill J ·11rf i:111 cl ,n II I :1d1,· r11:111t1:1l f1IHII 

1l n ·i ·lcktt nil· I [satu] I· iii, y itu J ·n1f .u111 d ill II l 1:1d11 ·,1111� 

h mva dilakuk in JX"\gl hnri I cla , ··mt �HTt nuu 11k l<r·rin l:111/ ,t;,11 

hnnj,l dilakuknn I dn . ant jnm pulnng I r-rjn clin 11J1hn d(1w;111 

hurufTJ\T; 
f. alpa atau tidal ma ul k jn tern nl: .· n y, ng s 1 din ·c1t:ik1 

d n n huruf /\; 
izin din takan d 

h. {it din .atakan d 1 

i, cuti diny takan cl ngan huruf C; 
J. tugas luar din) atakan dengan huruf Tl; 
k. tugas khusus din atakan dengan huruf Tl · 
1. diklat din .atakan dengan huruf DKT 
m. tugas belajar din ratakan dcngan huruf Tb: 
n. meninggalkan Tugas Tanpa ljin din .atakan d n h u ruf MT1l; 

dan 
o. tidak mengikuti kegiatan kenegaraan din takan d nza huruf 

TMKK. 

Paragraf2 
Pemotongan mba .aran T 

Pegawai ASN I ompon n · ipli 

Pasal 19 
nl, .''trl ·, n (1) Pemberian TPP Pegawai ASN dilakukan 

komponen disiplin dengan k t ntuan 
a Pegawai ASN ang terlarn bat n) 

pemotongan sebesar 1%( u pe ) 
b. Pega\\'ai ASN ang t pulang (Cr=, dili 

.:,O,,,U,-,.;:,aJ 1%(satu pcrsen] per hari. 
c. Pegawai ASN yang uti (C} di1£ kukan m r 1 'Y«, 

(satu pe sen] per hari, 
d. Pegawai ASN ·ang tidak absen rakhir (TA11 dilakukar 

pernotongan sebesar 3% (tiga persen) per hari, 

e. Pegawai ASN yang alpa (A) d.i1akukan perno ngan : 3'YcJ 
(tiga persen) bagi yang tidak mernangku jabatan ( n jal 
dan 5% (lima persen] bagi yang mernangku j 
Pemotongan dilakukan per hari. 

f. Pegawai ASN yang izin (I) clilakukan pemotongan =r�,r 

(d ua persen] per hari. 
Pegawai ASN yang rneninggalkan tugas ts 
d ilakukan pernotongan besar 3 Y« (ti ) 
mcmangku jabatan (non j batan] lan 5 ,�, 
yang memangku j batan. 

tidal· uti h. 

(2} l ' -uuu HI •, ll 

l · 
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(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilakukan 
berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) atasan langsung 
dan/atau unsur BKPSDM yang dituangkan da!am berita acara 
sidak 

(3) Terkena uji petik pada saat pelaksanaan upacara clan/ atau apel 
tennasuk juga da1am kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf g. 

(4) Pemotongan sebagaimana dirnaksud pada huruf h, di1akukan 
berdasarkan absensi kehadiran per kegiatan baik absensi manual 
clan/ atau absensi elektroruk 

Paragraf3 
Pemotongan TPP Pegawai ASN 

Karena Sanksi Hukuman Disiplin 

Pasal20 
( 1) Bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan 

pernotongan TPP Pegawai ASN. 
(2) Pemotongan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a Hukuman Disiplin Ringan : 

1. teguran lisan, dikenakan pernotongan TPP sebesar 10% 
(eepuluh persen] bagi yang tidak mernangku jabatan (non 
jabatan) dan 20% (dua puluh persen) bagi yang memangku 
jabatan. 

2. teguran tertulis, dikenakan pemotongan TPP sebesar 15% 
(lima belas persen) bagi yang tidak memangku jabatan (non 
jabatan) clan 20% (dua puluh persen] bagi yang memangku 
jaba.tan. 

3. pemyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan 
pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) bagi yang 
h,-tn'v memaneku iabatan (non jabatan) maupun 1-v:,,..,.; vane �� ••• ��·=i·tr J ..cu. • • J� • .... vaa J ·b 

memangku jabatan. 
b. Hukuman Disiplin Sedang: 

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, 
dikenakan pemotongan TPP sebesar 15% (lima belas persen) 
bagi yang tidak memangku jabatan (non jabatan) clan 25% 
(dua puluh lima persen] bagi yang memangkujabatan dan 
berlaku selarna 6 (enam) bulan. 

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, 
dikenakan pemotongan TPP sebesar 15% (lima belas persen) 
bagi yang tidak memangku jabatan (non jabatan) clan 25% 
(dua puluh lima persen) bagi yang memangkujabatan dan 
berlaku selama 9 (sembilan) bulan. 

3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah se1ama 1 (satu) 
tahun, dikenakan pemotongan TPP sebesar 15% Oima belas 
persen) bagi yang tidak memangku jabatan (non jabatan) 
clan 25% (dua puluh lima persen] bagi yang �mangku 
jabatanclan berlaku selama 12 (dua belas) bulan� 

'. hukuman ..... 
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c. hukuman disiplin berat, dikenakan pemotongan TP � ·I r 
40% (empat puluh persen) bagi yang tidak memangku jabatan 
(nonjabatan) maupun bagi yang memangkujabatan. 

(3) Atasan langsung yang tidak rnelaksanakan proses penjatuhan 
hukurnan disiplin kepada bawahan yang melakukan pelanggaran 
disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan 
jam kerja yang berlaku pada setiap Perangkat Daerah ataupun 
terhadap pelanggaran disiplin lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah terjadinya pelanggaran disiplin, clikenakan 
pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen] setiap bulannya 
dan berakhir kebka Keputusan penjatuhan hukuman disiplin 
dibuat, 

(4) Pemotongan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dihitung pada bulan Pegawai ASN melakukan pelanggaran 
disiplin dan wajib dibuatkan keputusan penjatuhan hukuman 
disiplin yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 
menghukum 

Paragraf4 
Pemotongan TPP Pegawai ASN 
Karena Pelanggaran Lainnya 

Pasal21 
(1) Pegawai Aparatur Sipil Negara dikenakan pemotongan TPP Pegawai 

ASN karena pelanggaran lainnya 
(2) Jenis pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

terdiri dari : 
a tidak tertib dalarn pelaksanaan upacara dan / atau apel. 
b. tidak menggunakan pakaian dinas sesuai dengan hari kerja 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri dan/ atau Peraturan Kepala Daerah. 

c. tidak rnenggunakan kelengkapan atribut pakaian dinas yang 
terdiri dari : 
1. pin korpri; 
2. papan nama; 
3. ikat pinggang korpri; dan 
4. sepatu pantofel hitam. 

d. mewarnai ram but dengan wama yang mencolok, 
e. mesin abeensi elektronik rusak dan/ atau tidak berfungsi, 

(3) Untuk pelanggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a 
sampai huruf d, clikenakan pemotongan TPP sebesar 1 % ( satu 
persen) untuk setiap jenis pelanggaran. 

(4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada 
hasi1 temuan langsung oleh Kepala Perangkat daerahnya rnasin 
masmr,idan/atau unsur BKPSDM dan dituangkan dalam berira 

=» 
(5) ntuk ..... 
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(5) Untuk pe1anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, 
beriaku ketentuan sebagai berikut : 
1. batas waktu maksimal Mesin absensi elektronik rusak 

dan/ atau tidak berfungsi yakni 3 x 24 jam dan mesin absensi 
elektronik harus segera diperbaiki dan/atau berfungsi kembali; 

2. apabila Mesin absensi elektronik rusak dan/atau tidak 
berfungsi, maka kepa]a Perangkat Daerah/unit kerja membuat 
berita acara kerusakan mesin absensi elektronik dan 
melampirkan absensi manual Pegawai ASN secara tertulis; 

3. Apabila melewati batas waktu 3 x 24 jam Mesin absensi 
elektronik rusak dan/atau tidak berfungsi, maka rnulai 
dL1<...,PI1.B.Y.an pernotongan -=besar 1 % (satu persen] per hari kerja 
untuk setiap Pegawai ASN. 

4. Pernotongan TPP sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga] 
akan tetap chberlakukan sampai batas waktu mesin absensi 
elektronik berfungsi kembali. 

Paragraf5 
Penundaan Pembayaran TPP Pegawai ASN 

Pa�J22 
(1) TPPPegawaiASN ditundapembayarannyaapabila: 

a belum menyampaikan kewajiban La.poran Harta Kekayaan 
Pejabat Negara (LHKPN); 

b. belum mengembalikan Barang Mi1ik Daerah (BMD) kepada 
pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang menjadi 
kewajibannya; 

c. belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 
Ganti Rugi (TPfGR) sesuai hasil pemeriksaan Badan Perneriksa 
Keuangan (BPK) atau Apa111t Pengawas Internal Pernerintah 
(AP� /Inspektorat; 

(2) Apabila Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teJah 
melaksanakan kewajibannya maka Pegawai ASN yang 
bersangkutan dapat menerirna TPP Pegawai ASN sesuai dengan 
haknya yang tertunda . 

(3) Belum menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, berdasarkan permintaan dan/atau rekomendasi dari 
KPK untuk para Pegawai ASN yang diwajibkan melaporkan LHKPN. 

(4) Belum rnengembalikan Barang Milik Daerah �bag:.lLTJ13113. 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni Pegawai ASN yang masih 
menguasai aset milik pemerintah daerah baik aset bergerak 
maupun aset tidak bergerak yang sudah tidak 1agi menjacli 
kewenangannya dan belum clikembalikan kepada Pem rintah 
Daerah dan/atau Pejabatyangmerruliki kewenangan unt:uk itu. 

Pasal 23 
(1) TPP Pegawai /\SN tidak diberikan lo pad 

kri teria gai n iku t : If, 
a. be taru: · zai CPN ;'fP 

b. nilai ..... 
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b. nilai apaian I< mpon n di. iplin kumn clnri aYt, ( i t,); 
nilai paian kin rja m ndapat nilai I id J< Inik; 

d. melaksanakan cuti rnclebihi 1 (satu) ma: ki ·rj ; 
e. tidak mengikuti kegiatan apel awal tahun tanpa ada k ·rnnnm 

yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan; 
f. pegawai ASN yang rnengikuti tugas belajar; 
g. pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan di d m 

atau di luar Pemerintah Daerah; 
h. pegawai ASN yang ctiperbant:ukan/dipekerjakan pada 

instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar 
Pemerintah Daerah; 

i, pegawai ASN yang diberhentikan sementara; 
j. pegawai ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat 

penegak hukum; 
k, pegawai ASN yang berstatus terpidana; 
1. pegawai ASN dengan jaba.tan Guru dan Pengawas Sekolah 

dengan wilayah kerja di darat yang mendapat tunjangan profesi · 
m. sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) masa 

kinerja; 
n. jumlah hari tidak masuk kerja sama denganjumJah hari kerja 

dalam 1 ( satu] rnasa kinerja; 
o. pegawai ASN yang menjaba.t dan/atau ditugaskan sebagai 

kepa]a desa; 
p. pegawai ASN yang telah selesai melaksanakan tugas be1ajar 

namun belum ada penempatan kembali dari Sadan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau 
pejaba.t yang berwenang; 

q. pegawai ASN yang ditarik dan/atau ditempatkan di Sadan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
dalam rangka pembinaan disiplin; clan 

r. pegawai ASN pindahan dari daerah lain yang telah 
melaksanakan tugas berdasarkan SPMT namun peJaksana.an 
tugasnya belum melebihi 4 (empat) bulan terhitung mulai 
tanggal SPMT. 

(2) CPNS sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diberikan TPP terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi 
PNS. 

Pasal 24 
(1) Pemberian TPP Pegawai ASN ditunda untuk 1 (satu) Perangkat 

Daerah apabila ada Perangkat Daerah yang tidak m m u t 
keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi R wai N) n 
melakukan pelanggaran disiplin dan/atau peraturan I \\, i: n 
lainnya 

(2) TPP wai ASN dapat di rtl an • t lah 'inn �I· 1t 1t n l 1 

dimak: ud, t !:" h m mhuat k putu n I •r,j tuhnn hukum; n 
di · Jin .i:1 �r, i n a dirru ksu I f>i cl1 ny ,1 (l)j. 

ll jj 
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BABV 
PENGEWI.AAN ADMINISTRASI TPP /\SN 

Bagian Kesatu 
Penge]oJa Absensi Elektronik 

Pasal 25 
(1) Pengolahan data absensi Fegawai ASN di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan oleh BKPSDM 
Kabupaten Minahasa Utara. 

(2) Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa Utara menunjuk petugas 
pengelola untuk menjadi administrator dan/ atau verifikator absensi 
elektronik. 

(3) Petugas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
melalui Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa Utara. 

(4) Kepala Perangkat Daerah selain dimaksud pada ayat (2) menunjuk 
operator untuk mengelola absensi Pegawai ASN dimasing-rnasing 
Perangkat Daerah. 

Bagian Kedua 
Dokumen Penunjang Absensi Elektronik 

Pasal26 
( 1) Dokumen penunjang absensi elektronik terdiri dari : 

a. surat tugas; 
b. surat tugas khusus; 
c. surat izin; 
d. surat izin kedukaan; 
e. surat izin keluar sementara meninggalkan kantor; 
f. surat keterangan sakit; 
g. surat keterangan cuti; 
h. surat tugas belajar, dan 
i. surat keterangan lainnya yang dapat clipertanggungjawabkan. 

(2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kebenaran dan 
keabsahan dari seluruh dokumen penunjang eebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 

Bagian Ketiga 
Pengaturan dan Penginputan Dokumen 

Penunjang Abeensi Elektronik 

Pasal 27 
(l) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas luar dalarn da rah rlc ku 

keten tuan sebagai beriku t : 
a pegawai ASN yang akan rnelaksanaknn tu Ju r y n 11 aih 

dalarn da nah Kabupa n Minahas, Utnra t rl bih cl. hulu \\ tji 
m lakulc n J1C k .. man al» n.·i el kt: nik � su 1i I ,11 • 11 
I ntu n yang diatur d larnjam 

kr-rj 

'1\\li N;"J ' 

h. pel I :-,, na m 
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b. pelaksanaan tugas luar se lah m m muhi k :lcntwm 
sebagairnana dimaksud pada huruf a, surat t uw1.snya cl,J�1t 
diinput oleh operator pada rnasing-rnasing Perangkat .rnh: 

(2) Pegawai ASN yang akan melaksanakan tugas luar daerah, yan 1 

pelaksanaannya rnasih didalam Pmvinsi Sulawesi Utara beriaku 
ketentuan sebagai berikut : 
a untuk pelaksanaan tugas luaryang bertepatan pada hari Senin 

dan/atau upacara, apel peringatan hari besar, kegiatan resmi 
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, setiap Pegawai ASN 
terlebih dahulu wajib melakukan perekaman absensi elektronik 
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang cliatur dalarn jam 
kerja Pegawai ASN; 

b. pelaksanaan tugas luar setelah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, surat tugasnya cliinput 
oleh administrator dan/atau verifikator BKPSDM Kabupaten 
Minahasa Utara, dan juga dapat diinput oleh operator pada 
masing-masing Perangkat Daerah; 

(3) pelaksanaan tugas luar yang masih dalam daerah Kabupaten 
Minahasa Utara kecuali yang berada di daerah kepulauan, setiap 
Pegawai ASN wajib melakukan perekaman absensi elektronik 
terlebih dahulu. 

(4) perekaman absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a dan ayat (2) huruf a, dikecualikan apabila terdapat 
undangan resmi kegiatan dengan ketentuan tetap rnemperhatikan 
kesesuaian waktu, lokasi, dan jarak pelaksanaan kegiatan 
sebagaimanayang tercantum dalam isi undangan kegiatan. 

(5) apabila mesin absensi elektronik merekam adanya keterlambatan 
pada saat sebelum pelaksanaan tugas luar, maka dokumen surat 
tugas tidak dapat diberlakukan. 

Pasal28 
(1) Pegawai ASN yang tidak masuk kantor karena sakit berlaku 

ketentuan sebagai berikut : 
a pegawai ASN yang sakit 1 (satu) hari kerja sampai 2 (dua) hari 

kerja dan tidak secara berturut-turut dapat rnelampirkan surat 
keterangan izin sakit yang ditandatangani oleh KepaJa 
Perangkat Daerahnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 
VJ Peraturan Bupati ini; 

b. pegawai ASN yang sakit 1 (satu) hari kerja sampai 2 (dua) hari 
kerja dan/atau lebih dari 2 (dua) hari kerja secara berturut- 
turut wajib melampirkan surat keterangan sakit dari dokter. 

c. pegawai ASN yang jumlah sakitnya apabila diakurnulasikan 
tidak melebihi 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) rm a kin rj' . 
maka TPP Pegawai ASN tidak mendapatkan pern ton n; 

d. TPP Pegawai ASN mulai diberl.akukan pcm t ngnn pabi 
· kitnys m I bihi 3 (ti ) hari J, 1jri dab m 1 (. tu) mnx: kineri: 

wal upun m ·bmrirfo:= n ·u1, t I t mn 'I n . ·, 
•• mt k ·I . ; n sakit (� ti cl kl I� 9', 

t'. p ·111uto11g1t11 .•... 

2 ) 
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pemoton n TPI J\SN ·l">.'1[1\irn 1111 dirnnk ud ,�1d:1 hun ,r I 
r l1Yo( atu per. =-n) J r hari; 

(2) " i ASN y ng tidak hadir pada pc! J,: n an k r' tan OJY·I I i:1 · 
senin apel korpri, upacara, jal, n sehat, kerja bakti, . · inam, cl;i 
kegiatan resmi Pernerintah Kabupaten Minahasa Utara I: in yn 
dikarenakan sakit, wajib melarnpirkan surat kcterangan akit dari 
dokter. 

Pasa129 
( 1) Pegawai ASN yang tidak masuk kantor dikarenakan salah satu dari 

keluarga intinya meninggal dunia dapat diberikan izin duka ol h 
Kepala Perangkat Daerahnya 

(2) Izin duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 
maksimal 5 (lima) hari kerja, dan dihitung sejak Pegawai ASN 
mengajukan izin duka. 

(3) Izin duka disampaikan secara tertulis dan/atau lisan kepada 
Kepa]a Perangkat Daerahnya dan kemudian ditindaklanjuti dengan 
dibuatkan swat izin kedukaan yang telah ditandatangani oleh 
Kepa]a Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalarn lampiran 
IV Peraturan Bupati ini. 

(4) Surat izin kedukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dimasukkan ke BKPSDM Kabupaten Minahasa Utara untuk 
dijadikan sebagai dokumen penunjang absensi eJektronik. 

(5) Izin duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan 
pemotongan TPP Pegawai ASN. 

(6) Izin duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah 
melewati 5 (lima) hari kerja, maka pada hari kerja ke 6 (enam) 
dihitung sebagai izin biasa dan mulai dikenakan pemotongan TPP 
Pegawai ASN. 

(7) Penginputan dokumen penunjang absensi elektronik untuk izin 
duka pada aplikasi absensi elektronik dapat diberikan dengan kode 
TK sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 18 huruf k, 

Pasa130 
(1) Pegawai ASN yang tidak masuk kantor tanpa adanya keterangan 

sah yang dapat dipertanggung jawabkan (alpa) berlaku ketentuan 
sebagai berikut : 
a bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kantor (alpa) clikenakan 

pemotongan TPP Pegawai ASN sebagairnana dimaksud dalarn 
Pasal 19ayat(l) hurufe; 

b. pemotongan TPP Pegawai ASN dihitung setiap hari tidal rru uk 
kantor (alpa); 

c. pemotongan TPP Pegawai /\SN bagaimana dimak u I f\'. l!: 
huruf b dil rlakukan padc bulan " " i N mt\u kuk n 

k'lJ1f'1}1_f I n. t 

(-) Apahiln ..... 
:... l 
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( ) Apobil I �1\\ ,i /\SN clil ennlou 1::,nl<t I ·11j 111,lu,11 '111lwrn:rr 
di iplin dikru ·nl nn lid k mnsul knnt w (sil1 1), rn:il '' 11·,rl'; "111,1r1 
Tl I wa: N I , ·nn tlJ tel p cf ii ·rfak 1k:111 I: 11 lll I uk 

rnorongan TPP I _ ITTwni J\SN dika: male 11 ndan n kr-p 11 11:m 
penjatuhan hukurnan disiplin akibat I< 'Ii lakhndiran Pt r.-1\1.-;ti /\S 
(alpa) tctap diberlakuknn dengnn pelaksanaann 'l :1�1 11-7tirnan; 
dimak ud dalam Pasal 20 ayat (4). 

Pasal 31 

(1) Pcgawai ASN yangakan izin keluar sementara untuk m nin lk;: n 
kantor pada saat jam kantor dikarenakan adanya suatu ru 
yang penting wajib rnernbuat surat izin k lu 
sebagaimana tercantum da1arn lam pi ran V Pcratu ran Bu pati in i. 

(2) Surat izin keluar sementara sebagaimana dimaksud pada a nt ( 1) 
ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (eselon fl) dan/ I< u 
serendah-rendahnya Pejabat Administrator (eselon IH) di ::rangl<a 
Daerahnya, 

(3) Surat izin keluar sementara yang ditandatangani ol h ja 
yang dimaksud pada ayat (2) tidak akan diberlakukan. 

(4) Surat izin keluar sementara dipakai sebagai dokumcn penunjan 
absensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pc 1 26 -a (1) 
hurufe. 

(5) Surat izin keluar sementara sebagaimana dimak ud pad yat ( 1) 
bersifat temperer sehingga Pegawai ASN yang sudah m ny I 
urusannya wajib untuk kembali clan melanjutkan t a snya 
dikantor. 

(6) Surat izin keluar sernentara sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dibuat da1am rangkap 2 (dua), rangkap 1 ( tu) dil w o h 
Pegawai ASN yang akan izin keluar sementara clan rangkap yang 1 
(satu) lagi ditinggalkan dikantor. 

(7) Apabila Pegawai ASN yang keluar meninggalkan kantor tidak 
membuat dan/ atau membaw a surat izin keluar sementara clan 
terkena inspeksi rnendadak (sidak] dari unsur BKPSDM, rnaka 
akan dikenakan pemotongan TPP Pegawai ASN sebagaimana 
dimaksud da1am Pasal 18 ayat ( 1) huruf g. 

(8) Surat izin keluar sementara sebagairnana dimaksud pada a 'at (6) 
hanya berlaku dan/atau diterima oleh tim inspeksi mendadak 
(sidak) pada saat pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak). 

(9) Tim inspeksi mendadak (sidak) tidak akan menerima sura izin 
keluar sementara, selain yang dimaksud pada a at (8). 

Pasal 32 
( l) wai ASN yang diberikan tugas t r nru chn/ t tu I l« 1.', n 

dilu r tu kok Rn fun ·-nn. 1• cl. I · t di -rik n u l, 

k u: UH �,;I �j irnana te ru turn cl lnm lnm] in u Vil I n n11. n 

Bu ri ir i.f 

(2) 'I tgH� 
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( ) Tu khusu: , \bnn1irnnrn1 di1n11l: ud pod, ,, 111 ( J) cl1lr11J,m, 
k � da I wni /\. N cl ·11 111 loilcrin � :lx111ii !)(·ril< 11 : 

a. m 11j di pir unt J • upati, Wakil Bup:,ti, dnn r ;:, 1 

Pimpinan 1'in · ( • Ion II); 
b. mcnjadi ajudan, asisten pribadi, dan/ tn 1 . ·I< ·tJiri: rril 1di 

Bupati Wala] Bu ti, dan 1<1 taris Da rah: 
c. uami dan/atau istri Pcjabal Pimpinan Tin · ( • I n fij, Sun 

dan/atau istri Camat, Suami dan/atau istri Lurah; 
d. petugas medis termasukjuga dokt:er spesialis; d n 
e. petugas pemadam kebakaran. 

(3) Suami dan/atau istri sebagaimana dimaksud pada huruf , apabila 
suami dan/atau istrinya berstatus Pejabat cliluar Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Utara dan mendapatkan undangan untuk 
menghadiri suatu kegiatan resrni. 

(4) Petugas medis sebagaimana dimaksud pada huruf d apabils pada 
saat akan melakukan perekarnan absensi el ktronik 
diperhadapkan dengan adanya urgensi penanganan pasien, 

(5) Petugas pemadam kebakaran sebagaimana dirnaksud pada huruf 
e, apabila pada saat akan melakukan perekaman a · 
elektronik diperhadapkan dengan adanya urgcnsi pernad man 
kebakaran, 

(6) Tugas khusus sebagaimana climaksud pada ayat (1), diberikan d n 
ditandatangani oleh : 
a sekretaris daerah diberikan clan ditandatangani ol h Bupati; 
b. Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon ID di rikan d 

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; 
c. kepala bagian sekretariat daerah diberikan dan ditandatan zani 

oleh asist.en yang membawahi setiap bagian; 
d. pegawai ASN sekretariat daerah selain dimaksud pada huruf , 

diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Bagan masing- 
masing; 

e. pegawai ASN di Perangkat Daerah diberikan clan 
ditandatangani oleh Kepa1a Perangkat Daerahnya; 

f camat diberikan clan ditandatangani oleh asisten yang 
membawahi Camat; 

g direktur rumah sakit daerah diberikan dan ditandatangani oleh 
Kepa1a Dinas Kesehatan; 

h, 1urah dibenkan clan clitandatangani oleh Carnat; 
i, kepala puskesmas diberikan dan ditandatangani ol h ' 

Dinas Kesehatan.dan 
J. guru diberikan clan ditandatangani oleh K pala lah. 

(7) Kriteria tugas khusus sebagairnana dimaJ ud pads c , t ( ) huru 
clan huruf b tidak diberiakukan a bila m mr 1 t 1 vntn 1 · l; k 
diikut, · rtakan de n/atau tic k I n ·1 uti , 

tic l t dir aks d. 

_J 

Dipindai dengan CamScanner 

-u 
IL 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


(9) Femberian tugas khusus dilakukan secara set ktif dan h nya 
diberikan untuk hal-hal yang bersifat urgen. 

(10) Togas khusus diberikan dan ditandatangani hany sctiap kali 
melaksanakan tugas khusus, dan tidak diberikan secara 
akurnulasi da1am hitungan per bu1an. 

(11) Pegawai ASN yang diberikan tugas khusus tidak diwajibkan untuk 
melakukan perekaman absensi elektronik 

(12) Apabi]a Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 
terlanjur melakukan perekaman absensi elektronik, maka mesin 
absensi elektronik tidak boleh merekam adanya keterlambatan. 

(13) Togas khusus tidak berlaku apabi]a mesin absensi elektronik 
merekam keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12). 

BAB VI 
HARI KERJA DAN JAM KERJA 

Pasal33 
(1) Harl kerja Pegawai ASN yakni Harl Senin sampai dengan Hari 

Jumat, kecuali Pegawai ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah 
yang mernberikan pelayanan umum. 

(2) Hari kerja Pegawai ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang 
membenkan palayanan umum yakni Harl Senin sampai dengan 
Hari Minggu. 

(3) Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan umum 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) yakni : 
a Rurnah Sakit Umum Daerah; 
b. Pusat Kesehatan Masyarakat;dan 
c. Unit dan/ atau bidangyang menangani bahaya kebakaran. 

Pasal34 
(1) Jam kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Utara diatur sebagai berikut : 
a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis dimulai pada pukul 

08.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita. 
b. Hari Jumat dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan 

pukul 13.30 Wita. 
(2) Jam kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberlakukan untuk perangkat daerah : 
a sekretariat daerah; 
b. sekretariat dewan; 
c. inspektorat; 
d. badan keuangan; 
e. badan perencanaan serta penelitian dan pengernbangan · 
f badan kepegawaian dan pengernbangan sumber day a rnanu ia: 
g. dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan 
h. dinas penanaman modal dan PTSP j 

(3) .Jam l rjc 
2 
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/ 

(3) Jam kerja Pegawai ASN untuk perangkat daerah selain yang 
dimaksud padaayat (2), diatur sebagai berikut: 
a Hari Serrin sampai dengan Hari Karnis dimulai pada pukul 

08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita 
b. Hari Jumat dimulai pada pukuJ 07.00 Wita sampai dengan 

pukul 12.30 Wita. 
(4) Bagi perangkat daerah atau unit kerja pelayanan yang mernpunyai 

jam kerja khusus, maka pengaturan jam kerjanya diatur dengan 
Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan mem�omani 
akumulasi/jumlahjam kerja yang harus dipenuhi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Akumulasi/jumlah jam kerja ser!=l@irnana dimaksud pada ayat (4) 
yakni tidak boleh kurang dari 37 ,50 jam per minggu. 

BAB VII 
MUTASI DAN STATUS PEGAWAI 

APAFATTJR SIPIL NEGAPA 

Pasal35 
(1) Terhadap Pegawai ASN yang mengalami mutasi ke Perangkat 

Daerah/Unit Kerja lain sebelum dan/atau tepat tanggal 15 bulan 
berkenaan, maka pernberian TPP Pegawai ASN chbebankan pada 
Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru, dengan 
memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat 
Daerah/Unit Kerja yang baru. 

(2) .Jika rnutasi Pegawai ASN ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain 
sesudah tanggal 15 bulan berkenan atau pelaksanaan tugasnya 
lebih banyak di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang lama, maka 
pemberian TPP Pegawai ASN chbebankan pada Perangkat 
Daerah/Unit Kerja yang lama (Perangkat Daerah/Unit Kerja 
sebelum mutasi). 

Pasal36 
(1) Pegawai ASN pindahan dari Provinsi lain atau Kabupaten/Kota lain 

dapat diberikan TPP dengan ketentuan : 
a telah melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Minahasa Utara yang dibuktikan dengan surat 
pernyataan melaksanakan tugas (SPM11 yang telah 
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas; 

b. melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada huruf a, 
diperhitungkan setelah 4 (empat] bulan sejak SPMT 
ditandatangani. , 

b, apabila ..... 
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(2) . w, i /\ N pindnhnn rlnri Provin i lni11 t1f1111 K11b11r:1tr:n J<on l:ii 
Ang I Jurn gcnnp I (tmpsil) ln1l1111 111r:bl<:�1m,krn1 IUf'JI! di 

lingkunzan H�m rintnh I ub 1rx1t,:n Mim,hm:n 111m, nnrn in ld:,h 
t lah dian knt/clilnntik d n/utm1 <Iii njuk �dx uti p;l;,k::.:1 :t lt•f'l•· 
dalam jabatan struktural dan/atau jalnrnn fu ,� fr :,1 tr,11,:nl I 

dapat diberikan TPP Pegawai /\SN cl 11!Yln I< ·t :n1 ua : 
a. apabila pengangkatan atau pelantikan sel lum cfan/utnu ff:[Y1t 

tanggal 15, maka pemberian TPP pegawai /\SN · � ai < Jenw n 
jabatannya pada saat pengangkatan atau pelantikan pada 
buJan berkenaan; 

b. apabila pengangkatan atau pelantikan set.elah tanggal 15 
berkenaan, maka pemberian TPP pegawai ASN sesuai dengan 
jabatannya pada saat pengangkatan atau pelantikan dan 
dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 bulan beriku tnya; 

Pasa137 
(1) Bagi Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat (fJl Sekretaris 

Daerah chberikan TPP Pegawai ASN sesuai dengan jabatan 
Sekretaris Daerah dan diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua 
puluh persen) dari besaran TPP padajabatan definitifnya 

(2) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh. pada jabatan satu 
tingkat diatas jabatan definitifnya diberikan TPP Pegawai ASN 
sesuai dengan penunjukan jabatan Plt atau Plh. dan diberikan TPP 
tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP 
jaba.tan definitifnya, apabila telah menjabat sebagai Pit atau Pih. 
paling singkat 1 (satu) bulan. 

(3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh. jabatan Iain, 
diberikan TPP jabatan yang lebih tinggi ditambah 2CWo (dua puJuh 
persen) dari TPP jabatan yang lebih rendah pada jabatan definitif 
atau jabatan yang dirangkapnya, apabila telah menjabat sebagai 
Plt atau Plh. paling singkat 1 (satu) bulan. 

(4) Pejabat satu tingkat chbawah pejabat definitif yang berhalangan 
tetap atau berha1angan sementara yang merangkap sebagai Pit. 
atau Plh., hanya chberikan TPP jabatan yang tertinggi apabila telah 
menjabat sebagai Plt atau Plh. paling singkat 1 (satu) bulan. 

(5) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh., 
chbayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Pih. 

(6) Pegawai ASN dalamjabatan Plt, swat penunjukannya sebagai Plt 
ditandatangani oleh Bupati 

(7) Pegawai ASN da1am jabatan Plh., surat penunjukannya sebagai Plh. 
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi 
kepegawaian (BKPSDM). 

Pasal38 
(1) Bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia tetap diberikan T 

Pegawai ASN pada bulan Pegawai ASN meninggal dunia, 
(2) Pemberian TPP Pegawai ASN yang meninggal dunia dir tur 

berikut: 
a. pegawai ASN yang m nin 1 clunia lurn I n/, t u t r:x t 

tanggal 15 pada bu Ian yang I , s n kut n 111 nin �11 lunr . 
rnaka TP P mwni N di! .riknn � l s r 1 OO�'i n , 1 l I n; /I: 

b. p ·gi w: i ..... 
2) 
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b. 1wni A N . : mg nx-n i111 ntl d 111 in t rl f'l:il I l:mn I ii I. �,d:i 
bulm yong b·n;.:111pJ ul1111 rn,·1Ji11nr;tl <11111i:,, rm,h '/11' f',,,;,vr.,, 
/\ N dil nil \It �X'lx'!-::1r l(XYYr,clrni.J:tlx111111 lr1;dd1irn�·11. 

(3) Tl PI {1\wni ASN nru: m ·1 ill(1jll cl1111i, di:1·1 ti, 1,1irn:,h,r v.1r�1d:, 
hli wnri ·u i cl n ,!m I< .I -ntunn r :m1111rn Jn 1 rJ;mP, 

undangan yang bcrlaku, 

/\B Vlll 
TATA CARA PEMBAY/\RAN TPP PEGAWJ\f J\S 

Pasal 39 
( 1) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalarn 

(2), selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Umum/I<; 
dilakukan penginputan me1aJui aplikasi TPP onlin . 

(2) Admirtistrator/Verilikator absensi e1ektronik BKPSDM m lakukan 
verifikasi kehadiran Pegawai ASN pada bulan berken n m lalui 

aplikasi E-Absen. 
(3) Administrator/Verifikator absensi elektronik K 

membuatkan daftar perhitungan TPP Pegawai ASN bagaimana 
tercantum da1am larnpiran I Peraturan Bupati ini. 

(4) Perhitungan TPP ASN sebagairnana dimaksud 
kemudian dicet.ak/cliprint o!eh kasubbag urnum/k 
masing-masing perangkat daerah me1aJui aplikasi TP onlin . 

(5) Kasubbag umum/kepegawaian masing-masing pcran at da 
mengajukan permintaan TPP Pegawai ASN imana 
tercantum da1am lampiran Il Peraturan u pati ini. 

(6) Permintaan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ay t (5) 
kemudian diperiksa/diverifikasi kcmbali ol h 
Administrator /Verifikator absensi e1ektronik BKPSDM untuk 
disesuaikan dengan data yang terdapat daJarn aplikasi TPP onlin . 

(7) Permintaan TPP Pegawai ASN eetelah diperiksa/div rifikasi 
kemudian dilakukan pengesahan / penandatanganan 
elektronik (barrxxle)oleh kepala BKPSDM. 

(8) Permintaan TPP Pegawai ASN yang telah disahkan/ditandatangani 
selanjutnya diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah g- 
masing. 

(9) Perangkat daerah yang telah menerima Permintaan TPP wai 
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kemudian m gajuk 
permintaan pembayaran melalui bendahara uaran mr 
masing Perangkat Daerah kepada Badan I uangan. 

N 

IL. 11 ·10 
(J) l :."S"u,tr Tl P H·�

1;t, 1 i � N di: .it11il· m l�u lllJ in 

I ·unnr11n tu ·r,111. 
( .) n ::t-"11,m Tl'l I\• :'.i w; i N.' t ·I � i, uu · Im I u l (l J 

i._JJ , ilc k ! J-1 �111 ntt .. ti.: 1 dt Lu11 nt'L · · un ul: n 
r. Lu ium . t 

(JJ H·. t1;111 ••.•• 
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(3) Besa.ran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati. 

Pasa.141 
( 1) TPP Pegawai ASN untuk bulan Januari sampai dengan bulan 

Desember dibayarkan pada setiap bulan. 
(2) Pembayaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai benkut: 
a TPP Pegawai ASN bulan Januari sampai dengan buJan November 

chbayarkan pada setiap awal bulan berikutnya; 
b. TPP Pegawai ASN bulan Desember dibayarkan sarnpai akhir 

bulan Desember Tahun berjalan, 
(3) TPP Pegawai ASN sebagaimana climaksud pada ayat (I) apabila 

tidak dapat clibayarkan Jewat Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran berjalan, dapat dianggarkan dan 
dibayarkan pada Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran benkutnya sepanjang: 
a adanya suatu keadaaan kedaruratan/Kahar yang 

mengharuskan dilakukannya realokasi atau refocusing 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; 

b. keadaan k . edaruratan/kahar QPbagaimana dimaksud pada 
huruf a, penetapan statusnya dilakukan oleh pemerintah pusat 

(4) TPP Pegawai ASN ke-13 clan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Dalam hal tersedianya anggaran, Pajak Penghasilan atas TPP 
Pegawai ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

BABX 
PENGAW ASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal42 
(1) Pengawasan clan Pengendalian pemberian tambahan penghasilan 

kepada pegawai ASN clilaksanakan melalui : 
a pengawasan dan pengendalian melekat; dan 
b. pengawasan dan pengendalian fungsional. 

(2) pengawasan clan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 

(3) pengawasan clan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dilaksanakan oleh oleh Tim Penilai Kinerja Daerah. 

(4) Tim sebagairnana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

BAB XI 
ALO KASI ANGGARAN TPP PEGAW AI ASN 

Pasa143 
(1) Belanja TPP Pegawai ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara. fr 
(2) Belanja ..... 
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(2) laqjn T I 'g/lwni A N .d�1,,,,irn111111 dirm,I<: ,cl �,d:, 11 s,r (I) 
di lokasiknn m lalul kurnen Pd:il<::.r1n11nn An1,;yu1m (f 111\ 
ma ·in r-rnasin I �rnnglmt :1 nnh, 

BABXII 
IOOENTUAN PENU1UP 

Pasal 44 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku, Peraturan u ti 
Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pernberian 
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil NCf§:Ua Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Serita Oaerah 
Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 Nomor 3), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal45 
Pembayaran TIP Pegawai ASN berdasarkan Pera.tu.ran Bupati ini mu1ai 
ber1aku pada BuJan .Januari 2022 

Pasa146 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah 
Kabupaten Minahasa Utara. 

3. PJ. S.lacot.uia Doe.rd, 

4'. Aaistcn Adm.J.aJ.-.,-aJ Umu.m. 

s. Kepala BKPSDM 

6. Kab•r Hulalm 

7. s.1oret.aru BKPSDIIIS 

I. X..bld R.enbln 

!I. Kuubbld DWplJn 

10. 6t&! fM..trlswaU) 

Ditetapkan di Airmadidi 
pada tanggal 7 Apt-,\ 2022 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

JOUNE JAMES ESAU GANDA 

Di u ndangkan di Airrnadidi 
pada tanggal : 7 �,,..;\ 2022 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KAO PATEN MINAJJASA UTARA, 

ERITA I Al-.:J<AI I KAJJUPATEN MJNAI IASA UTAl�A TAI ILJN zn >2 ) 10k: \6 

Dipindai dengan CamScanner 
... 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


g 
r z 
0 
� c z 
0 > z 
"'O 
trJ 
3;,: 
trJ 
� z ....., 
> ::r: 
� 
co c: 
� 
trJ z 

c.... 
> z c > 
� 
t0 
0 
t0 
t0 

""O 
(XJ c... 
:'.'.: t"l rz > > en 
z 

0 z �- ""Or r> z ..... 

...... 
0 

00 Iv 
� 0 
0 
0 
0 

0 � 

0 � 

;;o 
"tj 

� 
U1 
0 ...... 
O IO 
0 
0 
0 

0 

;i... 
(/) 
:z 
to 

0 

0 

0 

0 

;;o 
"tj 

t'-J 
t'-J 
(.Jl 
0 
0 
0 
p 

I 

;;o 
':=' ...... 

'° Q) 
0 

0 
0 
0 

-- -- --!---,----.--- 

� z 
o 

0 

� 
0 c 
O' 

0 

0 

0 

0 

..... 
(;) 
'1 
I\) u, 
0 
0 

I 

:,-: :,-: 
00 
r:- r:- 00 z ?: 

..... 
O Q'I 

II II 

...... :,-: 
Q'I O 
+ r:- ...... o 

SE 3: 
:x (.Jl 

to I 

�o > + 

�� 
...., + 
'1:J � - ...... ...... 0 
� + ...... - ...... ...... + 
0 ...... 
0 ".;? 

...... 
C;.) 
+ ...... � 
+ ...... 
$ 

7;,. ;r.AA;r.;;,::::�;;,:::::r,;;,;; 
o O O O O O O O O O � 
0o 00000000� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 � 
,... .............................. 1.QOO-..,JQ\l5 
Ul� wtv-o O 

;:::, 

I 

• 
Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


::: 

c.... 
> z c:: > 
� 
Iv 
0 
Iv 
Iv 

"'O 
trl 

� z 
-3 
� z 
-3 > 
� 
CIJ > � > z 
'"O 
trl z 
0 
� 
> o: 
� z 

°' 0 o- 
CJ1 
0 
? 

I\J 

(\.) °' 00 00 W 

°' CJ1 (\.) 0 
CJ1 ? 

I I I 

:;zt 
0 

)- ;:t:> 
CJ) CJ) z z 
O to 

---- - 

00 

................ 
w \Cl 
---! 00 (\.) 0 
CJ1 0 00 00 

I I 

; ........ w \0 0 00 WO 
00 0 
---! 0 
CJ1 0 

.... , ..... 

-;f?. CJ1 I 

---- ..._ _ 

1---- -- .. -- 

- - - -�-' 

Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


r • 
.; l'I ,U 11 'Hf 

I 'I �. I I I, .r 

�11111'11,I II'' lfM' 
I 1111 ())) 

111 . 

1.t • 

,J:1hr1ti n 

n J< e r II 

Pr.I, k n.r 

, I .. Kolo w . .'fl 
,:-;-,.·o:;10 r, , · 
P · ii a T n�k.1 I llld 
K:1<.t lnd 1)1\tph 1, "C" J-lhtrr.1.111 rl. n l'rrl111d1111 : m 
I ru rn ti r 

H 

T /\I llJi• 20J1 

Ulc p i 
J() ur.u i uu 

·10 ti I ,ti lll'.·'" 
· l,1p irur 

on ,J:th:i nn 

URAlAN TUGAS 

,ol. Puanp 

l. 

INo I 
1. :I r mhu: t .111;11 uti 
>. Mrru i1 put 11 r:11 111gn 

3...:.._ Mrrnliuru lnpoi nn l<rl111di :trt, ,·,::1\�(II i 
-4. cl. I - . 

tbl 

11. 

I F R. \ ' , '1\ T I 1\ EI' J\ I I 
I t 11.,\ 1 

J. Jl SY 1 1 1)1 IL 
I. 

1-'NS YAN , I I II.Al, 1 'f-1 i\ II ·\I I 'I•, 11. I, 

Julit 1 . P. Turi' h 

PERHITUNGAN lLAI KINER�A P GAWAl (BODO Yr.) 

JABATA1i : PELAKSAllA 
SK (1·5) 

5 

B 

5 
5 
5 
5 
5 

p D/ 

NAM.A : JULITA TUELAH 
FAKTOR KlNERJA YANG DfNILAl (FK) 

.H l I ,I 

.s 

Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


1N IV PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA 
NOMOR TAHUN 2022 
TANGGAL 
TENT ANG 

KOPPERANGKATDAERAH 

FORMAT SURAT IZIN DUKA 

Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama 
NIP 
Pangkat/ Gol Ruang 
Jabatan 

Dengan ini mem beri izin kepada 
Nama 
NIP 
Pangkat/ Gol Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 
Maksud 
Tujuan 
Lamanya (hari kerja) 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL N ·,GARA DI 
LINGKUNGAN PEMERlNTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA 

: tgl s/ d tgl . 

PEGAWAI BERSANGKUTAN, 

( ) 

4 

Airmadidi, 2022 
KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

( ) 

tr>' BUPATI MINAHASA 

UTARA,; 

JOUNE JAMES ESAU GANDA 
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MPIRAN VI IE J\TURJ\N OUPJ\TI MINJ\1 IASA UTAl�A 
N M I� 
TANG ,AL 
TENTANG 

TAI I N 202 

TAM AIIAN Pl• NGIIASfLJ\N J>ECJ\WJ\I J\l1J\I J\'I IJf Slf'IL flfo:GJ\fU\ fJf 
LIN KUNGAN PEMEl�INTAll KJ\f Uf'J\TEN MINJ\lfASJ\ UT/\f J\ 

KOP PERANGKAT DAERAH 

FORMAT SURAT IZIN TIDAK MASUK KANTOR 

Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama 
NIP 
Pangkat/ Gol Ruang 
Jabatan 

Dengan ini memberi izin kepada 
Nama 
NIP 
Pangkat/Gol Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 
Alasan Izin 
Lamanya (hari kerja) 

Ainnadidi, 2022 
: tgl. s/ d. tgl. . 

PEGAWAI BERSANGKUTAN, 

( ) 

KEPAL/\ PERANGKAT 0/\ERJ\II, 

( ) 

� BUPATI MINAIIASA 
UTARA} 
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I 
/iMPlRAN Vll : PERATUR/\N BUPATI MIN/\! 1/\S/\ UT/\R/\ 

NOMOR T/\1 IUN 2022 
TANGGJ\L 
TENTJ\NG 

KOP PERANGKAT DAERAH 

FORMAT SURAT TUGAS KHUSUS 

T/\MBJ\HJ\N PENGHASILAN PEGAW/\I /\l'/\R/\TUJ SJPIL NE ,/\RI\ I 1 
LINGKUNG/\N PEMERINT/\H K/\UUP/\TEN MJN/\11/\S/\ UT/\fU\ 

Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama 
NIP 
Pangkat/ Gol Ruang 
Jabatan 

Dengan ini memberi tugas khusus kepada: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ Gol Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 
Alasan tugas khusus 
Lamanya (tgl s/d tgl) 

Catatan : surat tugas khusus hanya boleh diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Pcrangkat 
Dae rah. 

Ainnadidi, 2022 

PEGAWAI BERSANGKUTAN, 

( ) 

KEPALA PERANGKAT DAER.AH 

( ) 

f'vV BUPATT MINAHASA UTARJ\, f 

.J UN•, ,11\MI•, ES/\ ,/\NI \ 
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I 
N M R 
T/\N I ,/\L 
TENT/\N I 

TAI I N 20� 

TAMllAIIAN Pl·:N<Hl/\.'11,/\N l'Jo:(i/\W/\1 /\l'/\1 /\' lJII Sil'/1, r f·: iJ\fJ/\ fJI 
I.INC.I\ NC,AN f>l·:MrmrNT/\11 J'/\13Ul1/\TI·: I MIU/\11/\S/\ IJT/\f'/\ 

KOP PERANGKAT DAERAH 

.MPlRAN Vlll :P · ATUR/\N UPATI MINAII/\.'/\ T/\1 I\ 

Asal rujukan 
No. Rujukan 
Ru mah Sa kit ruju kan 

FORMAT SURAT RUJUK PASIEN 

: Puskcsmas/RSUD M. W. Maramis* 

Mohon Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lebih lanjut atas pasicn : 
Nama 
Umur 
.Jenis Kela.min 
Alamat 
Diagnosa awal 
Tindakan yang telah dilakukan 
Jam rujuk pasien 

Airmadidi, . .... .. .... .. . .. . .. . ... 2022 

Pada tanggal (tiba) 
Pukul 

Petugas yang menerima rujukan, 

( ) 

Petugas y ng m rujuk, 

1 . 

2 . 

3 <lst. 

v BUPATI MINAHASA UTARA.f 

H 

J UNG JAMJ., E' 
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